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A. PENDAHULUAN

Islam sebagai agama rabmatan /il 'alamin mengajarkan nilai-nilai universal yang
melampaui batas-batas identitas keagamaan. Visi Islam sebagai rahmat bagi semesta alam ini
bukan sekadar slogan teologis melainkan prinsip operasional yang seharusnya termanifestasi
dalam keseluruhan interaksi sosial umat Muslim dengan siapa pun, termasuk dengan pemeluk
agama lain, sebagaimana ditegaskan dalam kajian nilai-nilai dasar keislaman sebagai agama
rahmatan lil 'alamin (Aziz et al., 2024). Salah satu aspek fundamental dalam interaksi sosial
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yang terus diperdebatkan adalah tentang tata cara ucapan salam kepada pemeluk agama lain
(non-Muslim). Persoalan ini bukan sekadar masalah basa-basi sosial biasa, melainkan
menyentuh dimensi teologis, yuridis, dan etis yang mendalam dalam tradisi Islam. Di satu
sisi, terdapat hadis yang secara eksplisit melarang kaum Muslim memulai salam kepada non-
Muslim, namun di sisi lain, nilai-nilai Islam tentang perdamaian, keadilan, dan kasih sayang
menuntut sikap yang inklusif dan humanis terhadap sesama manusia.

Perdebatan tentang hukum ucapan salam kepada non-Muslim bukanlah isu baru,
namun ironisnya justru semakin aktual di tahun-tahun terakhir. Kajian Arsal dan Imran
(2025) yang diterbitkan dalam Moderatio: Jurnal Moderasi Beragama secara eksplisit
mendokumentasikan kontroversi nasional yang meletus ketika Fatwa MUI Jawa Timur
menyatakan haram salam lintas agama dengan alasan kekhawatiran percampuran akidah,
sementara Kementerian Agama Republik Indonesia justru berpandangan sebaliknya, bahwa
salam lintas agama mempromosikan kerukunan dan karenanya diperbolehkan. Kontroversi
inilah yang menjadi salah satu pemicu langsung urgensi penelitian ini. Kajian kontemporer
atas tema salam kepada non-Muslim terus berkembang dan tersebar di berbagai jurnal
terakreditasi, mulai dari reinterpretasi hadis salam dengan teori fungsi interpretasi Jorge J.E.
Gracia (Suryadilaga, 2019), kajian figh tentang batas-batas kebolehan salam (Aminullah,
2023), hingga telaah etika sosial dan prinsip akidah dalam ucapan salam kepada penganut
agama lain (Ridwan & Kasman, 2025). Keberagaman pendekatan ini menunjukkan bahwa
isu salam kepada non-Muslim menjadi salah satu tema hadis paling produktif dalam diskursus
akademik Islam Indonesia, sekaligus menegaskan kebutuhan akan fleksibilitas ijtthad dalam
merespons dinamika zaman.

Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia sekaligus
menampung keberagaman agama yang signifikan menjadi laboratorium hidup bagi dinamika
hubungan Islam dengan pemeluk agama lain. Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2020
mencatat komposisi penduduk Muslim sekitar 86,7%, diikuti Kristen 7,6%, Katolik 3,12%,
Hindu 1,74%, Buddha 0,77%, dan Konghucu 0,03%. Fenomena kampung moderasi
beragama yang tumbuh di berbagai daerah, sebagaimana didokumentasikan dalam studi kasus
di Malang Selatan (Derung et al., 2023) maupun di Pamekasan (Haq, 2023), memperlihatkan
bahwa interaksi lintas agama yang harmonis telah menjadi praktik sosial nyata yang
berkontribusi pada penurunan konflik antarumat beragama di tingkat akar rumput. Maka,
pemahaman yang tepat dan kontekstual tentang hukum ucapan salam kepada non-Muslim
menjadi sangat krusial, bukan saja bagi akademisi tetapi juga bagi pengambil kebijakan
keagamaan di tingkat lokal.

Sejumlah penelitian terdahulu telah menyentuh aspek-aspek tertentu dari topik ini.
(Syukur et al., 2024) mengkaji moderasi beragama dalam konteks kelndonesiaan, sementara
Islamy Islamy (2022) menelaah moderasi beragama dalam bingkai ideologi Pancasila.
Penelitian Imran et al. (2021) tentang hadis perintah memerangi non-Muslim turut
memperkaya pemahaman tentang pentingnya membedakan konteks spesifik suatu hadis dari
generalisasi lafaznya seperti prinsip yang juga berlaku pada hadis larangan salam, sementara
kajian komparatif (Nurhuda et al., 2025) tentang relasi Muslim-non-Muslim dalam perspektif
hadis dan Injil menunjukkan bahwa hadis Nabi memuat prinsip penghormatan dan
perlindungan terhadap non-Muslim sebagaimana tercermin dalam Piagam Madinah. Namun,
belum banyak penelitian yang secara spesifik mengintegrasikan analisis hadis metodologis
(takhrij, sanad, matan) dengan pendekatan kontekstual-hermeneutis dan data kontroversi
fatwa terkini dalam menjawab persoalan salam kepada non-Muslim secara komprehensif.
Gap inilah yang menjadi fokus dan kontribusi utama artikel ini.

Penelitian ini juga merespons kebutuhan praktis di lapangan. Di lembaga pendidikan
Islam, kantor pemerintah yang multikultural, dan lingkungan sosial yang beragam, para

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)
163




Moch Nasiruddin, Nasrulloh, Hasan Syukur
AN NAJAH (Jurnal Pendidikan Islam dan Sosial Keagamaan) Vol. 5 No.4 (Juli 2026)

Muslim = seringkali dihadapkan pada kebingungan normatif: apakah mereka boleh
mengucapkan selamat pagi atau salam lainnya kepada rekan non-Muslim? Kebingungan ini
diperparah oleh fatwa yang beragam dan kadang bertentangan, sebagaimana tercermin baik
dalam Fatwa MUI No. 3/MUNAS VI/MUI/2000 tentang Kerukunan Umat Beragama
(Majelis Ulama Indonesia, 2000) maupun dalam polemik fatwa lokal yang lebih baru (Arsal
& Imran, 2025; Syihab, 2023). Dimensi lain yang tidak kalah penting adalah konteks
digitalisasi dakwah: kajian Haq, (2023) tentang misrepresentasi hadis seputar relasi Muslim-
non-Muslim di internet menunjukkan secara empiris bahwa sejumlah platform dakwah digital
cenderung memahami hadis semacam larangan menyerupai non-Muslim dan perintah
memerangi golongan tertentu secara mutlak tanpa konteks asbab al-wurud yang memadai.
Ini adalah pola yang sangat mungkin terjadi pula pada hadis larangan salam, sehingga
penelitian akademik yang sistematis menjadi penting untuk meluruskan kesalahpahaman
tersebut.

Penting pula dicatat bahwa kontekstualisasi semacam ini memiliki keterkaitan dengan
diskursus figh minoritas yang terus berkembang. Kajian terbaru Nurhuda et al. (2025) tentang
transformasi dari figh minoritas menuju figh mayoritas, dengan fokus pada etika pergaulan
dengan tetangga non-Muslim dalam konteks Indonesia, menegaskan bahwa posisi Muslim
sebagai mayoritas demografis semestinya melahirkan figh yang kolaboratif dan protektif
terthadap kelompok minoritas agama lain, bukan figh yang defensif. Dengan kata lain, jika
figh minoritas membolehkan salam dan sapaan ramah kepada non-Muslim sebagai strategi
integrasi sosial, maka figh mayoritas semestinya jauh lebih leluasa dan bahkan menganjurkan
sikap serupa sebagai manifestasi tanggung jawab sosial-politik mayoritas terhadap minoritas.

Bertolak dari latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan untuk: (1) mengidentifikasi
dan menganalisis hadis-hadis yang berkenaan dengan ucapan salam kepada non-Muslim
melalui pendekatan takhrij dan kritik sanad-matan; (2) memetakan pandangan ulama klasik
dan kontemporer, termasuk dinamika fatwa terkini, tentang hukum ucapan salam kepada
non-Muslim; (3) mengkaji kontekstualisasi hadis tersebut dalam perspektif maqashid al-
syariah; dan (4) merumuskan implikasi praktis bagi komunikasi Islam lintas agama di
Indonesia kontemporer, termasuk dalam ranah pendidikan dan moderasi beragama digital.

B. PELAKSAAN DAN METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kepustakaan
(library research), mengingat objek kajiannya bersifat tekstual. Objek kaijiannnya yaitu hadis,
kitab syarah hadis klasik, dan literatur akademik kontemporer yang memerlukan analisis
interpretatif mendalam ketimbang pengukuran kuantitatif. Sumber data primer meliputi
hadis-hadis dalam kutub al-sittah yang berkaitan dengan salam, khususnya Shahih Muslim
dan Shahih Bukhari, beserta kitab-kitab syarah klasik seperti Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim
karya al-Nawawi, Fath al-Bari karya Ibn Hajar al-Asqalani, dan kitab figh empat mazhab
seperti Al-Figh al-Islami wa Adillatuhu (dan Figh al-Sunnah. Sumber data sekunder meliputi
artikel ilmiah yang relevan dengan pembahasan penelitian (Creswell, 2018).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga tahap, yaitu takhrij hadis untuk
menelusuri seluruh jalur sanad dan redaksi matan terkait salam kepada non-Muslim, telaah
kepustakaan sistematis terhadap pandangan ulama klasik-modern dan fatwa lembaga
keagamaan lintas negara, serta penelusuran literatur akademik kontemporer melalui basis data
Scopus, Sinta, dan DOAJ untuk menjamin keterkinian rujukan. Analisis data menggunakan
metode analisis isi (content analysis) yang mencakup analisis sanad untuk menilai derajat
hadis, analisis matan untuk mengkaji kesesuaiannya dengan Al-Qur'an dan fakta sejarah,
analisis hermeneutika kontekstual berkerangka 'double movement' Fazlur Rahman yang
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diaplikasikan dalam konteks keindonesiaan, serta analisis maqashid al-syariah menggunakan
kerangka al-Syathibi yang dikembangkan Jasser Auda(Syihab, 2023). Keabsahan data dijaga
melalui triangulasi sumber dan member checking dengan mengkonfirmasi temuan terhadap
pandangan ulama yang mapan, sembari menerapkan prinsip kehati-hatian metodologis
(epistemic caution) yang membedakan secara eksplisit wilayah qath'i (status sanad yang relatif
definitif) dari wilayah zhanni (pemaknaan dan aplikasi hukum yang terbuka bagi ijtihad
kontekstual), pembedaan yang krusial untuk menghindari kerancuan antara otentisitas teks
dan interpretasinya.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN
Takhrij Hadis dan Pemetaan Pandangan Ulama tentang Salam kepada Non-
Muslim

Hadis yang paling sering dijadikan dasar dalam pembahasan ucapan salam kepada
non-Muslim adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Shahih-nya dari Abu
Hurairah radhiyallahu 'anhu, bahwa Rasulullah SAW. bersabda:

3 855t b (8 Ladst G 130 (@Mady yladl Yy 3541 15305 Y

fad

"langanilah kalian memulai salam kepada orang Y abudi dan Nasrani. Apabila kalian bertenn salah
seorang di antara mereka di jalan, maka desaklah mereka ke bagian jalan yang paling sempit." (HR.
Muslim, No. 2167)

Selain riwayat di atas, dalam Shahih Bukhari (No. 6258) dan Shahih Muslim (No.
2163) terdapat hadis yang menjelaskan cara menjawab salam dari non-Muslim: "Apabila ahli
kitab mengucapkan salam kepada kalian, maka jawablah dengan 'wa 'alaykum'." Tauhid
(2023) dalam telaahnya yang komprehensif menambahkan riwayat dari Abu Umamah al-
Bahili yang memerintahkan kaum Muslim memberi salam kepada setiap Muslim serta kepada
kafir mu'ahad yaitu non-Muslim yang terikat petjanjian tunduk pada aturan negara Muslim.
Ini adalah sebuah riwayat yang menegaskan bahwa larangan salam tidak bersifat mutlak
terhadap seluruh non-Muslim tanpa kecuali, melainkan terkait erat dengan status hubungan
sosial-politik pihak yang disapa.

Dari sisi kualitas sanad, hadis riwayat Muslim tersebut tergolong sahih. Sanadnya
melalui jalur Abu Hurairah — Abu Shalih — al-A'masy — Abu Muawiyah — Ibn Numair
dan Abu Bakar ibn Abi Syaibah — Muslim ibn al-Hajjaj, dengan seluruh perawi dinilai tsiqah
sebagaimana tercatat dalam Fath al-Bari karya Ibn Hajar al-Asqalani (2001). Penerapan
metode takhrij serupa oleh Pramana & Noor, (2024) terhadap hadis-hadis syafaat dalam
Shahih Muslim, yang menemukan satu kata kunci dapat terulang puluhan kali dengan variasi
redaksi signifikan, memperkuat pentingnya pelacakan menyeluruh seluruh jalur periwayatan
sebelum sampai pada kesimpulan hukum—prinsip yang juga diterapkan secara konsisten
dalam penelusuran hadis salam ini. Demikian pula metode takhrij tematik yang diterapkan
Najwah et al., (2021) atas hadis-hadis misoginis dalam al-kutub al-tis'ah mempetrlihatkan
bahwa status sahih sanad tidak dengan sendirinya membenarkan pemahaman matan secara
harfiah tanpa konteks, sebuah prinsip metodologis yang sangat relevan bagi hadis larangan
salam.

Yang menjadi persoalan bukanlah keaslian hadis, melainkan pemahaman dan
penerapannya dalam konteks yang berbeda dari konteks pewahyuannya (Syukur et al., 2026).
Lafaz hadis menggunakan kata 'la tabda'u' (janganlah kalian memulai) yang menunjukkan
larangan terbatas pada 'al-Yahud wa al-Nashara' tertentu, sementara konteks bagian kedua
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hadis menunjukkan bahwa hadis ini turun dalam suasana ketegangan antara kaum Muslim
awal Madinah dengan komunitas Yahudi dan Nasrani tertentu yang bersikap bermusuhan
(Suryadilaga, 2023), dengan mengaplikasikan teori fungsi interpretasi Jorge J.E. Gracia,
menunjukkan bahwa fungsi historis teks hadis ini perlu dibedakan secara tegas dari fungsi
makna kontemporernya: fungsi historis menjelaskan maksud Nabi dalam konteks asalnya,
sementara fungsi makna kontemporer membuka ruang bagi pemahaman baru yang relevan
dengan konteks pembaca masa kini tanpa mengkhianati maksud asal teks tersebut.

Para ulama klasik berbeda pendapat dalam mengaplikasikan hadis ini. Imam al-
Nawawi dalam al-Minhaj Syarh Shahih Muslim menjelaskan bahwa mayoritas ulama (jumhur)
berpendapat haram memulai salam kepada non-Muslim, namun menguraikan pengecualian
dalam kondisi darurat, hubungan ketja, atau mu'amalah ammah. Ibn Hajar al-Asqalani dalam
Fath al-Bari memberikan analisis lebih nuansir bahwa larangan ini bersifat umum namun
terdapat pengecualian berdasarkan konteks dan tujuan. Imam al-Qurthubi mengaitkan
pembahasan ini dengan Surat Al-Mumtahanah ayat 8 yang membolehkan berlaku adil dan
baik kepada non-Muslim yang tidak memerangi kaum Muslim, sebuah pembacaan yang
sejalan dengan temuan kajian komparatif Haqqullah & Harisah (2025) bahwa korpus hadis
Nabi justru memuat prinsip perlindungan terhadap non-Muslim sebagaimana tercermin
dalam Piagam Madinah. Penelitian Imran et al. (2021) yang menelusuri 62 riwayat dengan
berbagai variasi lafaz tentang perintah memerangi non-Muslim dalam delapan kitab hadis
menemukan pola metodologis serupa: status sanad-matan dapat sahih, namun penerapan
hukumnya tetap terikat situasi spesifik bukan generalisasi lafaz yang berlaku universal tanpa
syarat, prinsip yang relevan diterapkan secara analogis pada hadis larangan salam.

Berbeda dengan kecenderungan sebagian ulama klasik, ulama kontemporer
umumnya lebih terbuka dalam mengkontekstualisasikan hadis ini. Yusuf al-Qaradhawi dalam
Figh al-Agqalliyyat al-Muslimah (2003) berpendapat bahwa ucapan salam kepada non-Muslim
dalam konteks kehidupan bersama yang damai tidak hanya diperbolehkan, bahkan dianjurkan
demi terwujudnya hubungan harmonis, karena hadis larangan turun dalam konteks spesifik
ketegangan Madinah yang berbeda jauh dari konteks kontemporer. Sayyid Sabiq dalam Figh
al-Sunnah (Al-Sabiq, 2006) menambahkan bahwa Islam membedakan antara non-Muslim
yang damai (ahl al-dzimmah dan ahl al-mu'ahadah) dengan yang bermusuhan (ahl al-harb),
dan larangan salam hanya relevan untuk konteks permusuhan. Namun, dinamika fatwa lokal
di Indonesia mempetrlihatkan bahwa persoalan ini belum tuntas: kajian Arsal dan Imran Arsal
& Imran, (2025) menunjukkan secara langsung bagaimana kontroversi salam lintas agama
meletus akibat perbedaan tajam antara Fatwa MUI Jawa Timur yang mengharamkannya dan
Kementerian Agama yang membolehkannya, sehingga penelitian tersebut menyimpulkan
bahwa salam lintas agama bersifat mubah (boleh) selama diniatkan untuk menjaga kerukunan
kebangsaan dan pluralisme keagamaan, bukan sebagai pengakuan teologis. Kajian Aminullah
(2023) terhadap pemikiran Buya Yahya tentang salam lintas agama turut menegaskan posisi
serupa: salam dalam ranah sosial-budaya yang tidak mengandung doa khusus keagamaan
tertentu termasuk dalam ranah muamalah yang fleksibel, bukan ranah akidah yang kaku.

Kontekstualisasi Hadis dalam Perspektif Asbab al-Wurud dan Maqashid al-Syariah

Memahami latar belakang munculnya hadis (asbab al-wurud) merupakan metode
kunci dalam kajian hadis kontekstual. Pada awal periode Madinah, Nabi membuat Piagam
Madinah yang menjamin hak-hak komunitas Yahudi, namun beberapa kelompok kemudian
melakukan pengkhianatan yang berujung konflik terbuka. Kajian Haqqullah & Harisah
(2025) menegaskan kembali bahwa narasi historis Piagam Madinah memuat prinsip
perlindungan dan kesetaraan hak sipil bagi non-Muslim, bertentangan dengan kesan
eksklusivitas mutlak yang seringkali disalahpahami dari teks hadis tertentu bila dibaca lepas
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dari konteksnya. Salam dalam tradisi Arab bukan sekadar sapaan biasa, melainkan
mengandung makna perlindungan dan kemitraan (aman wa wilayah); dalam konteks perang
dan pengkhianatan, mengucapkannya akan mengirim pesan ambigu yang berpotensi
melemahkan posisi kaum Muslim.

Dengan memahami konteks historis ini, menjadi jelas bahwa larangan dalam hadis
memiliki illat (sebab hukum) yang spesifik, yakni konteks permusuhan dan ketegangan sosial-
politik, bukan larangan abadi tanpa terkecuali (ta'abbudi mahd). Ketika illat ini tidak hadir,
seperti dalam masyarakat Indonesia yang pluralis dan hidup berdampingan secara damai,
maka hukum pun mengikuti perubahan illat-nya, sesuai kaidah figh al-hukm yaduru ma'a
illatihi wujudan wa 'adaman. Logika ini sejalan dengan temuan empiris Haq (2023) tentang
misrepresentasi hadis di internet, yang menunjukkan bahwa hadis-hadis bertema relasi
Muslim-non-Muslim kerap dipahami mutlak tanpa pembedaan antara konteks ibadah
mahdhah yang memiliki batas ketat dengan konteks muamalah ghairu mahdhah yang jauh
lebih fleksibel terhadap perubahan illat sosial. Pendekatan ini sejalan pula dengan metode
'double movement' Fazlur Rahman: gerakan pertama memahami pesan hadis dalam konteks
historis-sosiologisnya, gerakan kedua membawa pemahaman tersebut ke konteks
kontemporer di mana Muslim dan non-Muslim Indonesia hidup berdampingan sebagai
warga negara yang sederajat.

Analisis maqashid al-syariah memberikan dimensi penting lainnya. Al-Syathibi dalam
al-Muwafaqat (1997) mengklasifikasikan tujuan syariah ke dalam lima tingkatan: memelihara
agama (hifzh al-din), jiwa (hifzh al-nafs), akal (hifzh al-'aql), keturunan (hifzh al-nasl), dan
harta (hifzh al-mal), yang kemudian dikembangkan Jasser Auda (Syithab, 2023) dengan
menambahkan dimensi martabat manusia dan keadilan sosial. Dari aspek hifzh al-nafs, sikap
eksklusif yang menciptakan ketegangan sosial bertentangan dengan maqgashid, sementara
sapaan yang sopan berkontribusi pada tatanan sosial harmonis. Ini adalah sebuah temuan
yang konsisten dengan data lapangan Derung et al., (2023) dan Haqqullah & Harisah, (2025)
yang mendokumentasikan bagaimana praktik penghormatan lintas agama sehari-hari
berkontribusi nyata pada penurunan konflik komunal di kampung-kampung moderasi. Dari
aspek hifzh al-din, sikap yang dipersepsikan tidak ramah terhadap non-Muslim justru dapat
merusak citra Islam, sebagaimana ditegaskan dalam kajian nilai-nilai Islam rahmatan lil
'alamin (Mustafidin, 2021) . Sementara dari aspek daruriyyat-hajiyyat-tahsiniyyat, kemampuan
berinteraksi sopan lintas agama di Indonesia yang majemuk merupakan kebutuhan sosial
nyata, sebagaimana ditegaskan Islamy (2022) yang menempatkan kapasitas berinteraksi lintas
agama sebagai indikator konkret keberhasilan implementasi sila pertama Pancasila.

Tipologi Salam, Dinamika Fatwa, dan Figh Mayoritas

Pendekatan paling produktif dalam mengontekstualisasikan masalah ini adalah
membedakan tipologi salam yang digunakan dalam konteks sosial. Pertama, Salam Syar'i
('Assalamu "alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh'), salam khas Islam yang mengandung doa
dan makna teologis spesifik, yang menurut mayoritas ulama tidak tepat diawali kepada non-
Muslim meski boleh dijawab dengan 'wa 'alaykum'. Kedua, Salam Sosial-Budaya ('selamat
pagi', 'good morning', 'om swastiastu'), sapaan yang merupakan konvensi sosial dan
disepakati boleh karena bukan bentuk ibadah eksklusif. Ketiga, Salam Multikultural yang
sengaja menggabungkan ucapan dari berbagai tradisi agama dalam satu kalimat pembuka
acara resmi, justru pada tipologi ketiga inilah perbedaan pendapat paling tajam terjadi,
sebagaimana terlihat dalam kontroversi Fatwa MUI Jawa Timur versus Kementerian Agama
yang dikaji Arsal dan Imran (2025) : sebagian pihak mengkhawatirkan percampuran unsur
doa antaragama (talbis al-haqq bi al-bathil), sementara pihak lain menekankan fungsi salam
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multikultural sebagai simbol kerukunan kebangsaan yang sah secara maqashid selama tidak
dimaknai sebagai pengakuan teologis.

Kajian Madum & Daimah, (2024) tentang moderasi beragama lintas agama dalam
perspektif hukum Islam menegaskan bahwa selama suatu ucapan salam tidak mengandung
pengakuan teologis terhadap kebenaran ajaran agama lain, ia tergolong ranah muamalah
ijtima'iyyah yang terbuka luas bagi fleksibilitas hukum, bukan ranah akidah yang tetap.
Pembedaan ini diperkuat secara linguistik oleh kajian kesantunan berbahasa Islam & Aufa
Dzakiyyah Rahmi 2024) atas dialog lintas agama, yang menunjukkan bahwa prinsip
kesantunan (politeness) dalam komunikasi lintas iman, termasuk salam dan sapaan pembuka
yang berfungsi membangun rasa hormat tanpa mereduksi keyakinan masing-masing pihak,
sehingga validitas sosial sebuah ucapan salam semestinya dinilai dari fungsi komunikatifnya,
bukan semata bentuk lafaznya.

Diskursus figh minoritas memberikan kerangka analitis tambahan yang berharga.
Gagasan transformasi dari figh minoritas menuju figh mayoritas yang diusulkan Nurhuda et
al. (2025) menegaskan bahwa posisi Muslim sebagai mayoritas demografis Indonesia
semestinya melahirkan figh yang kolaboratif dan protektif terhadap kelompok minoritas
agama lain, bukan figh yang defensif sebagaimana lazimnya figh yang dirumuskan untuk
konteks Muslim minoritas di negara lain. Argumen analogis ini memperkuat kesimpulan
bahwa kontekstualisasi salam kepada non-Muslim bukan hanya dibolehkan, melainkan
menjadi keniscayaan etis bagi Muslim Indonesia yang menyandang tanggung jawab menjaga
kerukunan bangsa, sebuah tanggung jawab yang juga tercermin dalam temuan Pramana dan
Noor, (2024) tentang pentingnya keterbukaan tafsir kontemporer terhadap hak non-Muslim
membangun tempat ibadah sebagai bagian dari moderasi beragama yang konsisten.

Implikasi Praktis bagi Pendidikan Islam dan Komunikasi Lintas Agama

Temuan-temuan di atas memiliki implikasi langsung bagi dunia pendidikan Islam di
Indonesia. Penelitian Madum dan Daimah, (2024) tentang prinsip pendidikan moderasi
beragama di lingkungan pesantren menegaskan bahwa internalisasi nilai moderasi sejak dini,
termasuk pemahaman kontekstual atas teks-teks yang berpotensi disalahpahami secara
eksklusif, menjadi salah satu pilar penting pembentukan karakter Muslim yang mampu hidup
dalam masyarakat pluralis. Dalam konteks ini, kurikulum Pendidikan Agama Islam (PAI)
yang baik seharusnya menyajikan topik salam kepada non-Muslim secara komprehensif:
menjelaskan dalil yang ada, memaparkan pandangan ulama yang beragam termasuk
kontroversi fatwa terkini (Arsal & Imran, 2025), dan membantu peserta didik
mengembangkan kemampuan berpikir kritis untuk mengaplikasikan hukum Islam dalam
konteks sosial yang spesifik, sekaligus membekali mereka dengan literasi digital keagamaan
yang memadai untuk menghadapi arus dakwah daring yang kerap terpotong dari konteksnya
(Haq, 2023).

Lebih luas, Al-Qur'an menggariskan prinsip dasar yang jelas tentang interaksi dengan
pemeluk agama lain. Surat Al-Mumtahanah ayat 8 menyatakan:
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"Allah tidak melarang kanmu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak

memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusirmu dari kampung halamanmn." (QS. Al-
Mumtahanah: 8)
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Ayat ini memberikan prinsip jelas bahwa berbuat baik (birr) dan berlaku adil (qisth)
kepada non-Muslim yang tidak memusuhi Islam diizinkan, bahkan dianjurkan; ketika ucapan
salam sosial-budaya merupakan bagian dari 'berbuat baik', ayat ini memberikan landasan
normatif kuat bagi kebolehannya. Surat Al-Hujurat ayat 13 menambahkan bahwa Allah
menciptakan manusia bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar saling mengenal (lita'arafu),
sebuah perintah yang tidak mungkin terwujud jika ada penolakan sosial untuk sekadar
menyapa secara sopan. Survei nasional Wahid Foundation (2020) menemukan bahwa
mayoritas Muslim Indonesia (78,3%) memiliki pandangan positif tentang kerukunan umat
beragama dan menganggap interaksi sopan dengan non-Muslim sebagai bagian dari identitas
Muslim Indonesia yang moderat, temuan kuantitatif yang diperkuat data kualitatif kampung
moderasi (Derung et al., 2023) maupun kajian Syukur et al. (2024) tentang relevansi pilar
moderasi beragama dalam tradisi lokal Nusantara.

Bertolak dari kajian normatif, historis, dan empiris di atas, beberapa rekomendasi
praktis dapat dirumuskan. Pertama, dalam interaksi informal sehari-hari, Muslim dianjurkan
menggunakan salam sosial-budaya yang sopan dan tidak mengandung eksklusivitas teologis
sebagai ekspresi birr dan ihsan. Kedua, dalam pertemuan formal antaragama, Muslim
sebaiknya cermat terhadap wvariasi fatwa lokal mengenai salam multikultural, dengan
mempertimbangkan konteks daerah masing-masing sebagaimana ditunjukkan kontroversi
MUI Jawa Timur (Arsal & Imran, 2025). Ketiga, salam 'Assalamu 'alaykum' tetap menjadi
identitas berharga sesama Muslim, sementara terhadap non-Muslim, alternatif yang sopan
dan inklusif lebih bijaksana berdasarkan kajian kontekstual ini. Keempat, pendidik agama
Islam disarankan mengajarkan tipologi salam ini secara eksplisit disertai literasi kritis terhadap
narasi keagamaan digital yang terpotong.

Sekalipun pendekatan kontekstual ini berlandaskan metodologi yang kuat, kritik dan
tantangan perlu diakui secara jujur. Sebagian ulama yang berpegang pada pemahaman
tekstual-literal mengkhawatirkan bahwa kontekstualisasi berlebihan dapat membuka pintu
relativisme hukum tanpa batasan jelas, sebagaimana tercermin dalam sikap kehati-hatian di
balik Fatwa MUI Jawa Timur yang dikaji Arsal & Imran (2025). Kekhawatiran ini perlu
direspons serius: kontekstualisasi yang dimaksud bukan penafsiran bebas, melainkan tetap
berpegang pada kaidah al-hukm yaduru ma'a illatihi, prinsip asbab al-wurud, dan kerangka
magqashid al-syariah yang telah lama menjadi tradisi keilmuan Islam. Tantangan kedua adalah
pada level implementasi praktis: memberikan pemahaman kontekstual kepada masyarakat
awam yang terbiasa dengan hukum sederhana memerlukan edukasi sistematis, terlebih di
tengah kecepatan penyebaran narasi keagamaan terpotong di media sosial (Haq, 2023).
Tantangan ketiga berkaitan dengan variasi konteks lokal: pengalaman harmoni di kampung
moderasi Malang Selatan (Derung et al., 2023) dan (Haqqullah & Harisah, 2025) tidak
otomatis berlaku sama di daerah dengan sejarah ketegangan antaragama berbeda, sehingga
penerapan prinsip kontekstualisasi ini tetap memerlukan kepekaan terhadap kearifan lokal
masing-masing daerah.

D. PENUTUP
Kesimpulan

Penelitian ini telah mengkaji secara komprehensif persoalan ucapan salam kepada
non-Muslim melalui pendekatan integratif yang menggabungkan metodologi hadis (takhrij,
analisis sanad-matan), hermeneutika kontekstual, analisis maqashid al-syariah, dan tinjauan
dinamika fatwa kontemporer. Pertama, dari sisi metodologi hadis, hadis yang melarang
memulai salam kepada Yahudi dan Nasrani (HR. Muslim No. 2167) adalah hadis sahih dari
sisi sanad, namun pemahaman tekstual-harfiah tanpa memperhatikan asbab al-wurud
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berpotensi menghasilkan kesimpulan kontra-produktif, sebagaimana ditegaskan berbagai
studi takhrij tematik terkini.

Kedua, kajian terhadap pandangan ulama dan fatwa kontemporer menunjukkan
spektrum ijtihad yang luas dan bahkan masih kontroversial hingga kini, sebagaimana terbukti
dari polemik nasional antara Fatwa MUI Jawa Timur dan Kementerian Agama serta kajian
figh kontemporer lainnya. Ketiga, analisis kontekstual menunjukkan bahwa illat larangan
dalam hadis adalah konteks permusuhan sosial-politik spesifik; ketika illat tersebut tidak
hadir, seperti dalam masyarakat Indonesia yang pluralis dan damai, hukum pun berubah
mengikuti kaidah al-hukm yaduru ma'a illatihi. Keempat, analisis maqashid al-syariah
menegaskan bahwa interaksi sopan dan inklusif dengan non-Muslim sejalan dengan tujuan
memelihara kehidupan sosial (hifzh al-nafs) dan menjaga citra Islam (hifzh al-din),
sebagaimana didukung data empiris dari kampung-kampung moderasi. Kelima, diskursus
transformasi figh minoritas menuju figh mayoritas menegaskan bahwa kontekstualisasi
salam kepada non-Muslim bukan fenomena eksklusif kajian ini, melainkan bagian dari arus
pembaruan ijtihad Islam global yang merespons perubahan posisi sosial-politik umat Muslim.
Keenam, dalam konteks pendidikan Islam di Indonesia, temuan ini menegaskan perlunya
pengajaran topik ini secara kontekstual disertai literasi digital keagamaan yang memadai.

Saran

Penelitian ini mengakui keterbatasan, terutama pada cakupan literatur yang belum
menjangkau seluruh khazanah keilmuan Islam serta keterbatasan metode kepustakaan yang
belum melibatkan data lapangan primer secara langsung. Penelitian lanjutan yang
mengintegrasikan pendekatan sosiologis-empiris, misalnya meneliti implementasi aktual
salam lintas agama di berbagai kampung moderasi di Indonesia, serta kajian komparatif
sistematis antar fatwa lembaga keagamaan lintas negara, merupakan agenda yang produktif
untuk penelitian selanjutnya. Pada akhirnya, penelitian ini menegaskan bahwa kesetiaan
terhadap teks suci Islam dan keterbukaan terhadap keberagaman bukanlah dua hal yang saling
bertentangan, melainkan dapat diintegrasikan secara harmonis melalui metodologi keilmuan
yang disiplin dan bertanggung jawab, sebagai manifestasi konkret dari prinsip wasathiyyah
yang menjadi agenda strategis moderasi beragama di Indonesia.
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